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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

bahwa telah dibahas dan disepakati Berita Acara
Pembahasan Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015
Urusan kebudayaan, tanggal 27 April 2015 antara
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan
Dan Kebudayaan RI dengan Pemerintah Daerah DIY;

bahwa telah dibahas dan disepakati Berita Acara
Pembahasan Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015
Urusan Pertanahan, tanggal 27 April 2015 antara
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dengan Pemerintah Daerah DIY;

bahwa telah dibahas dan disepakati Berita Acara
Pembahasan Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015
Urusan Tata Ruang, tanggal 27 April 2015 antara
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional dengan Pemerintah Daerah DIY;

bahwa telah dibahas dan disepakati Berita Acara
Pembahasan Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015
Urusan Kelembagaan, tanggal 27 April 2015 antara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi dengan Pemerintah Daerah DIY;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
perlu  menetapkan  Peraturan  Gubernur tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indopnesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimabangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);



Menetapkan :

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyarkarta (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomro 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 — 2017 (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor
6);

22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dearah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10);

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012 Nomor 46.1);

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomro
26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 26);

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014
Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami
perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan
a). Semula
b). Bertambah /(berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
a). Semula
b). Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
a). Semula
b). Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

2). Belanja Barang dan Jasa
a). Semula
b). Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
Perubahan

3). Belanja Modal
a). Semula
b). Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah
Perubahan

Jumlah Belanja Langsung Setelah
Perubahan

Jumlah Belanja

Rp

Rp.

. 3.424.276.009.601,00

00,00

Rp

. 3.424.276.009.601,00

Rp

Rp.

. 1.796.753.921.956,90

00,00

Rp

. 1.796.753.921.956,90

Rp. 137.325.260.158,00
Rp. 658.075.000,00
Rp. 137.983.335.158,00
Rp. 1.063.344.945.512,00
Rp. 4.234.167.405,00
Rp. 1.067.579.112.917,00

Rp. 698.840.749.249,22
Rp. (4.892.242.405,00)
Rp. 693.948.506.844,22

Rp

. 1.899.510.954.919,22

Rp

. 3.696.264.876.876,12




Surplus/ (Defisit) Rp. (271.988.867.275,12)
3. Pembiayaan

a). Penerimaan

1). Semula Rp. 281.988.867.275,12

2). Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. 281.988.867.275,12
Perubahan

b). Pengeluaran

1). Semula Rp. 10.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 10.000.000.000,00

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 271.988.867.275,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.



Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 MEI 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 MEI 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd

Dewo Isnu Broto I.S.
NIP.19600714 199002 1 001




